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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEUANGAN
NEGARA UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU MENGHADAPI
ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan
Kebijakan Keuangan Negara untuk Penangangan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)
dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan;

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No.
4916); Perpu No. 1 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 87, TLN No. 6485); Perpres Rl No. 28 Tahun
2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 217/ PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu Rl No. 229/PMK.01/2019
(BN Tahun 2019 No. 1745);

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, dilakukan:

a. penetapan batasan defisit anggaran;

b. penyesuaian besaran belanja wajib (mandatory spending);

C. pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram;

d. tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN yang anggaran untuk membiayai
pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan
metode pengadaan barang/jasa;

e. menggunakan anggaran yang bersumber dari SAL, dana abadi dan Akumulasi Dana Abadi
Pendidikan, dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola oleh BLU,
dan/atau dana yang berasal dari pengurangan PMN pada BUMN;

f. penerbitan SUN dan/atau SBSN dengan tujuan tertentu;

g. penetapan sumber-sumber Pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar
negeri;

h. pemberian pinjaman kepada LPS;

i. pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk Kegiatan tertentu (refocusing),

penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke

Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu;

pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah; dan/atau

k. penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara.

—

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 April 2020 dan diundangkan pada tanggal
20 April 2020.



